BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terkait dengan
peranan Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan
seksual yang dilakukan oleh anak dan kendala apa saja yang ditemui Kepolisian
Resor Kota Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang

dilakukan oleh anak tersebut, berikut kesimpulannya:

1. Adapun peranan kepolisian dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual
yang dilakukan oleh anak yaitu :
Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak
dan orang tua, Mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk memperkuat
upaya pencegahan, Melakukan patroli rutin di area-area yang rawan
terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Melakukan penyelidikan dan

penyidikan secara profesional dan sensitif terhadap anak korban.

2. Kendala-kendala yang ditemui Polresta Padang dalam menanggulangi kasus
kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak adalah Kurang atau terbatasnya
jumlah penyidik PPA Polresta Kota Padang, Terlalu terbatasnya ruang untuk

penyidik PPA Polresta Kota Padang.



B. Saran

1. Kepada penyidik PPA di Polresta Padang diharapkan agar dalam menangani
kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak dapat mengupayakan untuk
diselesaikan secara diversi sebagaimana yang terdapat dalarn Undang-undang
Perlindungan Anak.

2. Kepada penyidik PPA di Polresta Padang agar lebih memperhatikan dan dapat
memberikan perlindungan hukum untuk anak-anak yang bermasalah dengan
hukum, khususnya untuk anak yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual

3. Kepada orang tua di Kota Padang diharapkan agar lebih memperhatikan
kehidupan anak. baik itu berupa pendidikan, pergaulan dilingkungan, dan

menanamkan ilmu agama sejak dini
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